LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BOGOR

Nomor : 28 Th. 1998 Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II RBOGOR

Menimbang

NOMOR

Q

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAR ESE
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B

: 23 TAHN . 19¢8
TENTANG :

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai
pelaksanaan Undana-undang Nomor 18 Tahun 1997,
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeran, periu
diatur Retribusi Izin Trayek;

. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pem—

bangunan dalam sektor transportasi telah men-
dorong tingkat pertumbuhan perekonomian daerah,
maka perlu mengantisipasi angkutan umum dengan
pembinaan, pengawasan dan pemberian izin trayek;

. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetap
kan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :@ .....
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. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950};

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

. Undang-undang Nomor & Tahun 1921, tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahur 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Tammn 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685);

_ Paraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3410);

_ peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3529);

9. Peraturan .....
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. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkung
an Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95
Tahun 1990, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerin
tah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat 1I;

*2. Xeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun

15.

16.

1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan dengan Kendaraan Umum;

. Yeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratur
an Daerah Perubahan;

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun

1996, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993, tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah;

17. Keputusan .....
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah; -

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat Nomor  188.31/SK.2904-Ortala/1991,
tentang Pedoman bagi Daerah Tingkat II mengenai
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil vyang
melakukan Penyidikan terhadap pelangyaran Peratur
an Daerah vang memuat ketentuan pidana;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TII
Bogor Nomor 7 Tahun 1995, tentang Pembentukan
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor Nomor 8 Tahun 1995, tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerzh Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR,

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud cdengan :

ty

W

aerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

€
Daerar q Tingkat II Bogor;

. Dinas zdalah Dinas Lalu Lintas Gan Angkutan Jalan

~usaten Daerah Tingkat II Bogor;

¥“=pzla Dinas adalar Kepala Dinas Lalu Lintas dan
kutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Boger;

A
Nl

o3
‘Q

. Xas Dasrah adalah Xas Daerah KXahupaten Daerah

Tingkat II Bogor;

. Badan adalah suatu bentuk Radan Usaha vyang

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan
Perkumpulan, Firma, Kongsi,Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor

vang disediakan untuk dipergunakan oleh umum
dengan dipungut bayaran;

i. Mobil .....
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. Mohil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor

yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 ( delapan )
tempat  duduk, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangangkutan bagasi;

. Mcbil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang

dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk,
tidak termasuk tempat duduk pengemudi,baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang di
sediakan untuk dipergunakan oleh umum pengangkut
orang untuk keperluan khusus atau untuk mengang-
kit baranc-barang khusus;

Trayek adalan lintasan Kkendaraan umum untuk
pelayanan Jzsa angkutan orang dengan mobil bis,
mosil penum pang dan angkutan khusus vang mem-

runval asal dan tujuan perialanan tetap, lintasan
ztap dan Jjadwal tetap maupun tidak berjadwal
ialam wilayah daerah;

]

[ah

Izin Trayek adalah izin vang diberikan kepada
crang pribadi atau badan yang menjalankan kegiat-
an usaha angkutan umum dengan trayek tetap dan
teratur;

Izin Operasi adalah izin vang diberikan kepada
orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiat-
an usaha angkutan umum dengan trayek tidak tetap
dan teratur;

Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada
orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiat-
an usaha angkutan untuk melayani tidak dalam
trayek;

p. Retribusi .....
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. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi
atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengatur-
an, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat di-
sebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian
izin kepada orang pribadi atau bhadan untuk menye-
diakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah
daerah;

. Waiib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi;

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan izin trayek;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menen-
tukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar
Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT
adalah Surat Keputusan vang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat
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Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pem—
bayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang;

w. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya di-
sebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda;

X. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan
atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen 1lain
yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diaju-
kan oleh Wajib Retribusi;

y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan ke-
patuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

z. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyidik Pegawal Negeri Sipil yang selanjut-
nya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang retribusi daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada
orang pribadi atau hadan untuk menyediakan pelayanan
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angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa
trayek tertentu dalam daerah.

Pasal 3
Obyek Retribusi adalah pemberian 1izin trayek untuk
menvediakan angkutan penumpang umum pada satu atau
beberapa trayek tertentu vyang seluruhnya berada
dalam daerah.

Pasal 4

[€]]

ubyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
vang mendapat izin trayek.

.

BAB TII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

(1) Retribusi 1izin trayek digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu.

(2} Retribusi Perizinen Tertentu sebagaimana di-
maksud pada avat (1) Pasal ini terdiri dari :

2. Retribusi Izin Travek;
D. Retribusi Izin Operasi;
¢c. Retribusi Izin Insidentil.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan
jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan
umum penumpang.

(2) Jumlah .....
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(2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan berdasarkan
kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetap
kan oleh Kepala Daerah.

Jenis angkutan umum penumpang terdiri dari :

o

Q

Qu

[\]

. Angkutan kota/pedesaan yaitu Mobil Bis/Mobil

Penumpang umum dengan menggunakan travek yang
seluruhnya berada dalam satu wilayah daerah;

. Angkutan Taksi vyaitu Mobil Penumpang Unum

yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argo-
meter dengan wilayah operasi terbatas;

. Angkutan dengan cara sewa yaitu Mobil Penum—

pang Umum yang diberi tanda Xhusus pada
penomoran kKendaraan dan merupaxkan pelayanan
dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa penge-
mudi dencan wilayah operasi tidak terbatas;

. Angkutan untuk Xkeperluan pariwisata vaitu

Mchil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus
dan merupaksn pelayanan angkutan ke dan dari
daerah tempat wisata;

. Angkutan untuk keperluan antar jemput karya-

wan/Siswa sekolah yaitu Mobil Bis Umum dan
Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus
dan merupakan pelayanan angkutan karyawan/
Sekolah;

. Angkutan Kkhusus adalah pelayanan angkutan

orang yang penggunaannya bersifat khusus.
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BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan pemberian izin trayek.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini meliputi komponen biaya survey lapangan dan
biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan
pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolong-
kan blerdasarkan jenis angkutan penumpang umum
dan daya angkut.

(2) struktur dan besarnya tarif retribusi izin
trayek dan izin operasi untuk permohonan baru
adalah sebagai berikut :

JENTIS KAPASITAS TARIF
ANGKUTAN TEMPAT DUDUK
Mobil Penumpang{- s/d 8 orang Rp. 71.500,-
-{Mobil Bis - 9 s/d 15 orang Rp.110.000,-

16 s/d 25 orang Rp.115.500,-
lebih dari 25 orang|Rp.121.000,-
Angkutan khusus Rp. 55.000,-
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(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi 1izin

trayek dan izin éperasi untuk permohonan daftar
ulang adalah sebagai berikut :

ANGKUTAN TEMPAT DUDUK

JENIS ' KAPASITAS TARIF

Mobil Penumpang{- s/d & orang
Mchil Bis ~ 9 s/d 15 orang

Angkutan khusus

Rp. 25.000,-
Rp. 37.500,-
16 s/& 25 orang Rp. 42.500,-
Rp
Rp

lebin dari 25 crang . 47.500,-
. 25.000,-

o~
2N
~—

Setiap pemberian izin Insidentil untuk satu kali
rjalanan PP selama 7 ( tujuh ) hari tarif
retribusi sebesar Rp. 15.000,-

Setiap pemberian rekomendasi/pertimbangan/advis
uvntuk sebagai salah satu syarat izin yang di-
keluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa
Barat atau Pemerintah Pusat tarif retribusi
sebesar Rp. 25.0090,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi vang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat izin trayek diberikan.

BAB VIII .....
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BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk
mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbit
kanya SKRD atau dckumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PERIZINAN
Pasal 12
{1) Waiib retribusi waiib mengajukan izin kepada
Kepala Daerah.

{2} Izin Trayek herlaku selama 5 ( lima ) tahun dan
setigp 1 (satu) tahun wajib didaftar ulang.

(3) Tata ‘cara permohonan dan persvaratan izin di-
tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) Persetuiuan atau penolakan permohonan izin yang
disampaikan/diajukan dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap.

(2) Setiap permohonan izin yang mendapat persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
yajib membayar retribusi dan memperoleh/diberi
izin.

(3) Setiap .....
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(3) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh/
diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini wajib untuk :

lag

(/]

iy

. Melaporkan secara tertu

. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenu

hi persyaratan teknis dan laik jalan;

. Awak Kendaraan yang beroperasi harus memenuhi

persyaratan sesual dengan ketentuan yang
berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta
mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi
pengemudi;

. Melaporkan apabila terijadi perubanan domisili

perusahaan;

d. Meminta pengesahan kepada Xepala  Daerah

apabila terjadi perubahan penanggungjawab
perusahaan;

. melaporkan Xkegiatan operasicnal angkutan

setiap hulan;

ulis kepada Kepalza
Daerah melalui Kepala Dinas apabila terjadi
perubahan alamat selambat-lambatnya 15 (lima
helas) hari sstelah perubahan;

q
1
i

. Melayani travek sesuai dengan izin yang di-

berikan dengan cara :

1) Mengoperasikan kendaraan secara tepat
waktu sejaix saat pemberangkatan, per-
singgahan dan sampai tujuan;

(2) Memelihara .....
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2) Memelihara Ketertiban,Kebersihan,Keindahan
dan Kkenyamanan kendaraan yang dioperasi-

Kan;

penumpang;

Menguszhakan awak

dengan seragam Gan tanda pengenal;

Memberikan pelavanan sebaik-baiknya kepada

Kendaraan dilengkapi

Membawa kartu pengawasan dalam operasinya.

daftaran ulang harus dizajukan daliam jangka 2

2) bulan sebelum masa daftar ulang habis.
Pasal 14

iap psrubahan dalam izin harus mendapat per-

ujuan dari Xepala Daeral.

vhahan izin sebagaimana dimsksud pada ayat

e
ini dilakukan dalam hal

Pembaharuan masa berlaku izin;

Penambahan jumlah kendaraan bermotor;

Pengalihan pemilikan perusahaan;
Penambahan freiwensi pelzyanan;
Perubahan travek;

Penggantian kendaraan;

Peremajaan kendaraan.
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Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi
karena

z. Telzh berahir usaha angkutan vang ber-
sangkutan;

%, Diksmbaslikan oleh pemegang izin;

c. Pencabutan izin;

4. Habls masa herlaku;

s, Memindahkan/mengalihkan izin Kkepada pihak

lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

BAB ¥
TATZ CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
Pemungutan retri
dengan pihax ketl

busi tidak dapat dikorongkan
~
ga.

) Retribusi dipungut dengan menggunakan SERD  atau
'\ me

dok ri lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT

BABR X1
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunva atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % { dua persen )
setiap bulan daril retribusi yang terutang atau
kurang dibavar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII .....



BAB XII
TATE CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

Pembayaran retribusi vyang terutang harus di-
lunasi sekaligus.

—~
'...l
S

[RS]

i seiambat-lambat
ak diterbitkannya
persamakan, SKRDK3T

~—

e = —— - £ - o o~ - -~ - p—

aY3Yan, Lenyetoran cempat pemAayYar
SR - -~ ~ Lo I
diatur Jdengan Keputusan Kepala

ATy VTTT

B}‘B FASRP RS
mama AITE DTN STIAN
LRLE LAIA PENACIHEAN

:ann, SKRDKBT, STRD dan Surat
yang menyebabkan jumlah
harus dibayar bertambah yang
ibayer oleh wajib retribusi
Badan Urusan Piutang dan

’2) Psnagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan
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BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(1)

{2)

—~
[8%)
~—

o
IEN
e

-
o
N

' Apabila wajib retribusi mempunyai u

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retri

busi dapat mengajukan permchonan pengembalian
kepada Kepala Daerah.

Keputusan Kepala Daerah diberikan atas kelebihan
pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka
waktu paling lamas 6 (enam) bulan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini telzh dilampaui tidak men-
dapat keputusan atas kelekihan pembayaran yang
diajukan dianggap Aikabulkan dan SKRDLB diterbit
kan dalam jangka waktu paling lama ( satu )
bulan.

b

tang r
51 lainnya, keslebihan perbayaran e
sebagaimana dimaksud pada zyat (1) Pas
langsung diperhitunckan untuk melunasi t
dahulu utang retribusi tersshut.

Pengembalian kelebihan  pembayaran retribusi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan seiak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retri
busi dilakukan setelah lewat 3jangka waktu 2
( Qua ) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan
bunga sehesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas
keterlambatan pembayaran Kelebihan retribusi.

Pasal 20 .....
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Pasal 20

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala
Daerah melalui Kepala Dinas dengan sekurang-
kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
b. Masa retribusi;

C. Besarnva kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian Kkelebihan  pembavaran
retribusi disampaikan secaraz langsung atau
melalui pes tercatat.

Bukti penerimaan olesh chabat Daerah atau bukti
pengiriman pos tercat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Fepala Daerah.

Pasal 2

Pengembalian kelsbihan retribusi dilakukan
dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan
retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diper-
hitungkan dengan utang retribusi lainnya,sebagai
mana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) Peraturan
Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.
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BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

{1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

(2) Pemberian pengurangan,keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini dengan memperhatikan kemampuan Waiib Retribu
si, antara lain untuk mengangsur karena bencana
alam dan kerusuhan.

{3) Tata cara pengurangan, Keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
¥EDALUWARZA PENAGIHAYN

Pasal 23
11} Hak untuk melakXukan penaglhan Retribusi, Kedalu-
warsa setelah melampaul jangka waktu 3 ( tiga )
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi
kecuali spabila wajib Retribusi melakukan tindak

pidana dibidang Retribusi.

{2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh
apabila : .

a. diterbitkan surat teguran ; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Ret-
ribusi baik langsung maupun tidak langsung.
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BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaji-
hannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di-
ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
dan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali
jumlah retribusi terutang.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENVIDIXKAN
Pasal 25

' Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dasran

Tingkat II Bogor yang diangkat sebagal Penyidik
urtuk melakukan penyidikan tindak pidana di-
bidang Retribusi Daerah. -
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dan
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenali orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak Pidana Pelanggaran Retribusi
Daerah tersebut;

c. meminta .....
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. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah;

. memeriksa buku—buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyita-
an terhadap bahan bukti tersebut;

. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

. menyuruh berhenti, melarang seseorang mening-
galkan ruangan atau tempat pada saat
- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen vyang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan
tindak Pidana Pelanggaran Retribusi Daerah;

i. memanggil orang atau didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

. melakukan tindakan 1lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan .....
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(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyam-
paikan hasil penyidikammya kepada Pemuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal vyang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar cupaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 12 September 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR II BOGOR.
KETUA,

ttd ttd

H. ESO SUKARSO H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :
Nomor : 973.32-1078.
Tanggal : 9 Desember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor :

Nomor 1 28,

Seri . B,

Tanggal : 16 Desember 1998.




